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PUTUSAN 

Nomor 0799/Pdt.G/2016/PA. Tgt 

DEMI KEADILAN ·BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan AAama Tanah GrOQOI yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan 

dalam perkara Cerai Gugat antara 

Siti Nurhidavah binti Sariu. umur 22 tahun, aQSma Islam. pendidikan SL TP. 

pekerjaan Karyawan Toko, bertempat kediaman di RT. 010, Desa 

Suliliran Baru, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser. 

sebagai Penggugat, 

melawan - 
Sugito bin Mulyono, umur 33 tahun. agama Islam. pendidikan SD. peker_iaan 

- 
Tidal< dikatabui, bertempat kediaman di RT. 01 O; Desa Suliliran 

Baru, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser. namun 

sekarang tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah 

Negara Kesatuan Rep1.bUk Indonesia, sebagai Tergugat. 

Penaadilan Aqama tersebut. 

• 

Telah membaca surat gugatan dan mendengar Keterangan Penggugat. 

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di 

persidangan. 
,..., ,ru ,., n�nv An A 
.... "' .... "''' ,· A...1,l\.rll,,., 

Menimbang. bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan terhadap 

Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya tanggal 11 Nopember 

2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot 

dalam Register perkara Nomor 0799/PdlG/2016/PA Tqt, tanggal 11 Nooember 

2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut: 

1. Bahwa. PengglJS!al dan TerAUgal telah melangsungkan pernikahan pada 

tanggal 27 Februari 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser. 

Pulusan 1{oawr0799/q',ft. �'/2016,,11?}1. '1!Jt 
Halaman l darr 15 haiarnan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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sebagaimana tercantum dalam Kutipan Alda Nikah Nomor 51 I 28 I II I 2014, 

tanggal 27 Februari 2014. 

2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat 

telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal di 

rumah orang tua Penggugat di Desa Suliliran Baru, Kecamatan Paser 

Belenokona, Kabupaten Paser selama 4 bulan. 

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun 

sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 1 ( satu ) orang anak 
bemama MuafakAlimul Karim bin Sugito, lahir 10 Agustus2014. 

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun. 

namun sejak bulan Maret tahun 2014 rumah tanqqa Penggugat dan Tergugat 

mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang 
e disebabkan Tergugat sering pulang kerumah orang tuanya. 

5. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2016 Tergugat telah pergi meninaaalkan 

Penggugat dari tempat tinggal bersama tanpa memberitahukan kemana tujuan 

keperqiarmva, sampai sekaranq sudah 2 tahun 5 bulan dan tidak diketahui laqi 

dimana keberadaan Tergugat hingga saat ini . 

..,s. Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat sudah berusaha mencari dimana 

keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil. 

7. Bahwa. Terouoat tidak diketahui laAi keberadaanva hinAAa sekarana, 

sebagaimana Surat Keterangan Gaib Nomor 472.23/03/KDS-SLB tanggal 11 

Nooember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Suliliran Baru , Kecamatan 

Paser Belengkong, Kabupaten Paser,sebagaimana terlampir. 

8. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Terouoat sudah tidak lagi 

mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang sakinah, 

mawaddah dan rahmah, sehingga jalan terbaik menurut Penggugat adalah 

perceraian. 
9. Penggugat sanggup membayar seluruh biava vang timbul akibat perkara ini. 

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua 

Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili 
perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : 

<Put us an W011Wr 0799 /Pdt. <;/2016/®'I. 'liJt 
Haiaman Z dan i5 haiurrran 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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1. Mengabulkan gugatan Penggugat 

2. Menjatuhkan talak satu Bain SuQhra Tel]luQat (SuA�O bin Mulvono) 

terhadap Penggugat (Siti Nurhidayah binti Sarju). 

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

4. Atau apabila Maielis Hakim bemendaoat lain mohon outusan lain vana 

seadil-adilnya 

Bahwa Penggugat bersamaan surat gugatannya, iuaa telah melamoirkan . - . . 
Surat Keterangan Gaib, Nomor 472.23/031KDS-SLB tanggal 11 Nopember 2016 

vane dikeluarkan oleh Kantor Desa Sulifiran Baru . Kecamatan Paser Belenokono. 
Kabupaten Paser. 

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan 
6perkara ini, Penggugat telah dipanggll secara resmi dan patut untuk hadir di 

persldangan dan terhadap panggilan tersebut. Penggugat menghadap ke 

persidangan secara in persoon, demikian juga Tergugat .telah dipanggil secara 
f" 

resmi dan oatut untuk menQhadap ke oersidanoan. vanq dilaksanakan melalui 

Radio Gema al Falah Tanah Grogot, terhadap panggilan tersebut, Tergugat tidak 

ef11enghadap ke persldangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau 

kuasanya yang ssh. 

Bahwa Maielis Hakim pada persidani:ian telah berupaya mendamaikan 

Penggugat dengan menasehati Penggugat agar rukun dan bersatu kembali dalam 

membina rumah tangga, akan tetaoi Penggugat tetap dengan gugatannya. 

Bahwa perdamaian meialui jalur mediasi tidak dapat dilaksanakan 

sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang 

Mediasi. karena Tergugat tidak pemah menghadap ke oersldaman. 

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap 

dipertahankan Penggugat, sementara untuk jawaban Tergugat, karena 

ketidakhadirannya. maka jawabannya tidak dapat didengar. 

Bahwa untuk membt.i<tikan dalil-<ialii gugatannya, Penggugat teiah 

mengajukan ala! buk!i sebaqai berikut: 

Patu,an 'Nanwr 0799 jP,f t: q/2016,Aeil. '1jJt 
Haiuman 3 dan 15 huasman 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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a. Bukti Tertulis: 
Fote copy Kutipan Akta Nikah Nomor 51/2BIIV2014 tanA11al 27 Februari 2014, 

dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Belengkong, 

Kabupaten Paser, bukti tersebut telah dinazeglen dan diberi meterai cukup, 

telah sesuai dengan asmya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi 

kode P. 
b. Bukti Saksl 

1. Handayani binti Ngatemo, umur 46 tahun, agama Islam. pekerjaan ibu 

rumah tangga, tempat tinggat di RT. 010, Desa Suliliran Baru, Kecamatan 

Pasir Belenakona, Kabuoaten Paser. memiliki hubungan sebagai lbu 

Kandung Penoougat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang 

pada pokoknya sebagai berikut 

Bahwa Penggugat dan Tergugat adatah suami lstri. 

g,,. ,.,,, c,..,.1,,..; fi,-4� "'"'",,,,. .. .., .... ,i ,,...,.� ; 1 &!' l"m 1 h..,, ... ........ , , ,,,...,,,::, �"'''"'' .__. , ,.... ' 

tangga Penggugat dan T ergugat. 

,.,,.,..., ... h .............. , 

0 

Tergugat pergi meninooalkan Pe11QQugat. 
0 ... 1 .. ,.a,..., .,.,...:,.,1, _..,;.....,..,.,.,..11,......., o,....,,..,_ ,,....,., T .... _, ,,......,, ,;,......,1, ... ,... ..... ,....1-,. 
.._.._., 1nu ..,,..., ... ,, '''"'''"'l;t� ... ,n...,, t '-'' ll;tl:jl�._.,, • ""' ::,i�,.., ,,,...._.,, yv11,u1, 

memberi kaba- dan nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dan 

Tergugat. 

Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya. 

k�n::aM!:i ··-,---- Pef!gg!..!gat ! .. mt!..!k 

mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun 

Penggugat tetap ingjn bercerai dengan T ergugat. 

Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan atas dasar pengetahuan 

Saksi sendii. 
2. Noorhadi Sutrisno bin Djoyo Karso, umur 60 tahun, aoarna Islam, 

pekerjaan Petani, tempat tinggat di RT. 10, Dusun Sukajaya, Desa Suliliran 

Baru, Kecamatan Pasir Betengkong, Kabupaten Paser, Saksi memilik.i 

<Put= Womer 0799/g>at. q/2016}E)I. 'IiJt 
Halaman 4 dun i5 haiaman 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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hubungan Tetangga Dekat dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal 

vanA pada pokoknva sebaqsi berikut 

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami lstri. 

o...i.-. •• ,..... <;?,.l,.,..; fi,,4..,l, """",.."""'""' ,; ;,..,....... - ,.............. , ,..i-. ._,,..., 1,,._. .._,,..,�VI UY'-'°' I IOVI ,�...,, ... , <Y< VVV...J ._. JVI._.V t-'°._..l I,,._...,._., .... ,, ... , J I,..,,,.._,, I 

tangga Penggugat dan Tergugat. 

Rahur.:i """'",.., �-ol,�; l..of'!3ho ,; .:i.A-::.1,:,h h-:.h,.= �o.i-oLr A,,,.. t..,,h, ,n """'""' lah, --····- ,-·-� .... ----· ··-·-··-· ---·-· --····- --i-·· --- ·-··-·· J-··,:, ·-·-, 

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. 

memberi kabar dan nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dan 

Tergugat. 

Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya. 

Pon,..,..,,,....... '-'" · .•.•-•• .. . --··::,::, ... -::,-· 

rnenqurunqkan niatnya untuk bercerai denoan TerQuAat, namun 

Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. 

Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan etas dasar pengetahuan 

Saksi sendiri. 

e Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada 

pokoknva tetap denoan cuqatamva dan memohon aqar perkara ini diputus 

dengan mengabulkan Gugatan Penggugat. 

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga Kesimoulannya tidak 

dapat didengar. 

Bahwa tentanA jalannva persidanASn. setenokapnya telah dicatat dalam 

Serita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini, cukup 

menunJuk kepada Serita Acara Sidang tersebut. 

PERTIMBANGAN HUKUM 

••--:-�--- l\'ICI ill I lual, I";, 
.., .. _ _,_,_ ... 
r- c1 •Y8U\:,cll aucucu I 

h . f • • ....i· .• •. • se ... aga:m3na reran ,..:urrn;�n a: maf- 
Mernmo�ng, nanwa !-'en.ggugat ctatam gugatannya menaa11w.an oanwa 

secara tslam pada tangga.1 27 Februaii 2014, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah 

'l'utusan Womo, 0799/(Pat. (i/2016/(P;I. 'liJt 
Halaman S dari 15 balaman 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, oleh 

karena itu berdasarkan Pasal 49 UndanA-undam Republik Indonesia Nomor 7 
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana telah diubah menjadi 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan 
Alas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan 

berdasarkan asas personalitas keislaman, Peni:ii:iuoat merupakan oram vanq 
berkepentingan dalam perkara ini (persona standy in Yudicio} sehinooa memilil<i 

legal standing dalam perkara a quo. 

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat 
dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (vide bukti P.l dan perkara a auo 
merupakan perkara perceraian karena talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 

40 dan Pasal 63 avat 111 huruf Isl Undana-Undano Nomor 1 Tahun 1974 tentano 

�Perkawinan Junct� Pa�� 49 
(ay�; 1 huruf :) Unda�-Undang Nomor 7 tahun 198� 

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahm 2006 dan perubahan 

s kedua melalui Undang-Undang Nomo 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, 

maka perkara ini meniadi kewenaniian absolut PenAadilan AABma. 
Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, temyata Penggugat 

�rtempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanah Grogot. maka 
berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Aaama sebaaaimana telah diubah denoan perubahan UndanQ--Undano 
Nomor 3 Tahun 2006 clan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 

Tahun 2009 Juncto Pasal 129 KHI (Komoilasi Hukum Islam), pemeriksaan perkara 
a quo menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanah Grogot. 

Menimbang. bahwa Penggugat telah memilil<i surat keteranoan Gaib vang 

meneranQkan bahwa TeCAUAal telah oeroi meninooalkan PenoouAat. tidak pemah 
kembali clan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Sehingga Penggugal 

telah memenuhi kelengkapan administrasi pengajuan perkara gaib. 

Menimbang. bahwa Penggugat telah dioanggil untuk menghadap di 

persidangan telah dilakukan sesual dengan ketentuan Pasal 145 ayat 1 dan 2 

R.Bo. juncto Passi 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 
Pelaksanaan Undang-uidang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan 

demiklan pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah. 

'l'utusan '.N°011W1' 0799 /qtli. fi/2016/J!!I-. 'lgt 
Halaraan 6 dan i5 haiaman 
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Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil melalui media massa secara 
resmi dan patut untuk menqhadac di perstdanqan, oleh karena ltu panggilan 
tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan 

Pemerintah Nornor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 

tahun 197 4 tentang Perkawinan juncto Buku II Pedoman Pelaksana Tu gas den 
Adminstrasi Peradilan vanA marupakan Keoutusan Ketua Mahkamah Ai:iunq R.I. 
Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakukan Buku II 

Pedoman Pelaksana Tugas dan Adminstrasi Peradilan. dengan demikian 

pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah. 
Menimbani:i. bahwa oada hari sidang vang telah dltetaokan, Penggugat 

rnencnadeo secara in persoon ke persidanQan, sedanqkan T ergugat tidak pernah 

hadir. dan tidak mengutus orang Jain sebagai wakil atau kuasanya, dan 
"°'ketidakhadiran tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dengan demikian 
berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. ayat (1) Ma)elis telah daoat memeriksa 

den memutus perkara ini dengan tanpa hadimya Tergugat ( Vemtek). 
� 

MenimbanA. bahwa untuk memenuhi ketentuan Passi 154 R.BA. iuncto 
Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah 

�ngan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha 

mendamaikan Penggugat dan Terouaat, akan tetaoi tidak berhasil. 
Menimbang, bahwa perdamaian melalui proses mediasi, tidak dapat 

dilaksanakan. disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persldangan, sehlngga 
telah memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 216 Tentang 

Mediasi. 
MenimbanQ, bahwa yang menjadi dasar alasan gugatan PenA11ugat adalah 

bahwa sejak bulan Maret 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai 
tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan 

Tergugat sering pulang kerumah orang tuanya. den akibat perselisihan dan 

pertengkaran tersebut, sejak tanggal 10 Juni 2016 . Tergugat telah pergi 
menlnggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama tanpa memberitahukan 
kemana tujuan kepergiannya, dan tidak diketahui lagi dimana keberadaan 

T ergugat hingga saatlnl. 

IPutusa• 'Nomor 0799,Wt.(i/2016,.;e,I. 'Tgt 
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Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidal< pemah hadir di persidangan, 
bukan berarti denqan serta merta AUAatan PenAAUAS! harus dikabulkan denqan 
alasan telali memenuhi ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg, namun karena perkara 

ini merucakan perkara perceraian yang tennasuk dalam kelompok hukum 

perorangan (personen recht) yang rentan dengan kebohongan (arres) dan 

permufakatan para Pihak untuk bercerai. maka Maielis Hakim memandana perlu 
untuk Penggugat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya. 

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat 

mengajukan bukli-bukti (vide. Pasal 283 R.Bg.) berupa bukti P. yang akan 

dipertimbanakan sebacai berikut: 

Menimbang, bahwa bukli P. merupakan akta autenlik dengan nilai kekuatan 

pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), sesuai 

\engan aslinya dan bermeterai culwp, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 

dan 301 R.Bg. juncto pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 

tentang Bea Materai juncto pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 
� 
• Tahun 2000 tentanQ Perubahan Tari! Bea Meterai dan Besarnva Batas Penqenaan 

Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, oleh karena itu secara formil bukti 

Jersebut dapat diterima sebagai slat bukli . 
.,. 

Menimbang, bahwa bukli P. berupa Kutipan Akta Nikah yang berisi 

peristiwa panting tentana Pencatatan Pemikahan bSAi penduduk vane beraaama 

Islam, dikeluarkan oleh instansi yang ber,venang yaitu Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, sesuai dengan Pasal 2 Undang- 

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 5 KHI (Kompilasi 

Hukum Islam) iuncto pasal 8 ayat (1 l dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2006 tentang Administrasi Kependurukan, sehingga telah terbukti bahwa antara 

Penggugat dan Tergugat telah !erikat dalam perkawinan yang sah. 

Menirnbang, bahwa P. merupakan akta nikah yang membuktikan 

keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat oleh karena itu telah sesuai 

dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa 

untuk membuktikan suatu pemikahan, harus berdasarkan Akta Nikah. 

IJ'utusan !Nomor0799/<Pa< q/2016/'l?}I. 'liJt 
Halaman S can i5 haiaman 
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Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat 

adalah bahwa dalam rumah tanaca Penggugat dan Tergugat telah teriadi 

perselisihan dan pertengkaran terus menerus, oleh karenanya menurut Majelis 

Hakim cerlu didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau 

orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri sebagaimana ketentuan Pasal 

22 avat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannva mengenai 

perselisihan dan pertengkarannya dengan Tergugat yang telah terjadi secara terus 

menerus, Penggugat menghadirkan dua orang Saksi yang akan dipertimbangkan 

sebagaibertkut: 
Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak ada 

halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Telah 
1lisampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap 

peristiwa vang meniadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu 

dengan lainnya, telah sesuai ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 
� 

R.Bg, sehingga keteranoan saksi-saksi Penaquoat telah memenuhi svarat formil 
dan matertl sebagai Saksi, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih 

,e1anjut. 
'-· Menimbang, bahwa meskipun Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Juncto Pasal 1910 

KUH Perdata melaranq Saksi Pertama Penoougat untuk memberikan kesaksian di 

depan persidangan, karena memiliki hubungan sebagai lbu Kandung Penggugat, 

akan tetapi berdasarkan Pasal 22 ayat 121 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975 Juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam mengecualikan ketentuan umum 

R.Bg dan KUH Perdata tentang larangan tersebut. hal ini dimungkinkan jika 

merujuk pada asas hukum perdata yang menvatakan Lex s.oecia/is derogat legi 

generafi (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat 

umum). Pengecualian dibenarkannya Saksi keluarga pada perkara dalam bidang 

cerkawinan juga tersirat pada Pasal 172 avat (3) R.Bg. Di samcing itu secara 
filosofis menurut Majelis, kecakapan saksi keluarga untuk memberikan kesaksian 

dalam perkara perkawinan adalah Karena mereka dipandang paling mengetahui 
secara langsung tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang 

sangat prival 
<Putusan 'Numor0799/<P.f< [i/2016,'e>l. Tgt 

Halaman 9 dari 15 haiaman. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

·, 
,. 

' 

', 

�- 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

0 

Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi-saksi Penggugat yang 

disampaikah dipersidanQan telah sesuai dan relevan dengan dalil QuQatan 

Penggugat, oleh karena ttu kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil- 

dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugal 
Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan ditambah dengan 

keterangan Penggugat serta didukung denllBll bukti-bukti yang diajukan oleh 

Penggugat, maka dttemukan fakta sebagai berikut : 

o ,..., Pence A T "'.,.'° c-,, ; ;5, .. Y'"""" - ;I,. .... ..,,...,,..., • ''�l::f"'�""'" ,.. ,, ,,..,�,..l::f'"'' ,,, , t-' ... ,, ... ,, ...... ,..,,,,, ,.., cu,�'''""'"�••}'-"<"'-'"" 

tanggat 27 Februari 2014. 
O.,...h •• ,.,. �...,.; ..... L, h,,1.,....., •-,..,...,...1 1n l,,ni ')fl,.,:::: T.arno,,...,.f fcl.,.h, norl"li m .... ninl"lnafl,o,... .... -, ···- --l-'' --·-·' ·-· ·�.::,-· ::r-:;;,-· ·-·-. r--·.:1· ···-· ''' 'l:Jl:J . 

Penggugat. 

e 8::!h'.•!a ��!:!!-: �':'!1\ngg:a!!-:.� P�nggt..ig::!t, Tergugat t!d!:!k ::-,�mah �ember! , .. 
kabar dan nalkah untuk Pell!lgugat dan anak Penggugat dan Tergugat. 

a ,.., '"" ; _. ;n; T-""' � i.... ,; 1,,..J.,,,..,.....,,., ,.... ........ , ,,'I"' ,.. • ....l::f �'-'' , , � " •.t'-'· 

Bahwa orang dekat Penggugat telah memberi nasihat kepada Penggugat 

untuk menguroogkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugal namun 

Penggugat tetap ingin ben:erai dengan Tergugat. 

Penggugat agar bersabar dan membina rumah tangga secara harrnonis 

kembali bersama Tergugat. namun Penggugat memiliki tekad yang kuat 

untuk bercerai dengan Tergugat. 

MenimbanA. bahwa meskiPOn tidak terurl!lkaP secara ielas fakta tentana 

adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat. namun fakta diatas telah cukup untuk menguatkan 

persangkaan Majelis Hakim secara meyakinkan mengenai adanya perselisihan 

dan pertengkaran antara Penggugat dari Tergu!'l"t secara terus menerus sejak 
bulan Maret 2014, proses penarikan kesimpU!an yang sedemikian sejalan dengan 

ketentuan Passi 310 R. Bg. 
Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran 

secara terus menerus sebagaimana tersebut di ates. MajeliS Hakim menilai 

f/'uttJsan !Nonwr0799/<Aft.<;/2016/Q?J!. 'lgt 
Haiaman ifr dan i5 haraman 
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keadaan tersebul sangat berpengaruh terhadap keuiuhan rumah tangga 

Penggugat dan Terquqat. sehingga keduanva sangat sulit dan tidak ada harapan 

untuk rukun kembali, meskipun dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah 

memberi nasihat keoada Penggugat agar bersabar dan hiduo rukun kembali 

bersama Tergugat. 

Menimbang. bahwa clisharmonis dalam perl<awinan. atau yang dikenal 

dengan azzawwaj aJ-maksuroh dalam llteraiur Islam dan broken maniage dalam 

istilah hukum positif, tidaklah hanya berlandas pada kekejaman fisik (ohsyca/ 

cruetly) belaka, namun juga berlandas pada kekejaman mental (mental cruelty). 

Yang disebut oertama dan kedua sama-sama berakibat oada lidak terpenuhinya 

hak dan kewajiban masinq-rnasinq pasanoan, sehingga walaupun tidak terjadi 

pertengkaran baik mulut maupun fisik ser.ara terus menerus:akan tetapi secara 
\yata telah terjadi kekejaman mental berupa penelantaran oleh Tergugat terhadap 

Penggugat. oleh karena itu hal tersebut sudah dianggap sebagai broken maniage. 

Menimbang, bahwa oleh karana telah nyata bagi Majells, rurnan tangga 
$ 

Peni:1Qugat dan Terg�at sudah sarll!al sulit untuk didamaikan kembali, kondlsi - - -.;; - - 
tersebut tidak lagi memenuhi kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

-o,197 4 dan Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ruum ayat 21: 

---�..uOay, ��., l,)1 � ... 11 �Jjl �"ca;\.:,.-� jl> .:,I �I.:,..,_, 

0 Arllnya : "'Delo Ui aulara iende-lend« i;,1::AuasaamVyll ialah Dia 1111::111<.iiµiah.cm 

untukmu isteri-isfe:i da;f jan;smu sendiri: supays kemu car:de,,.;ng dan rnerasa 
tememm .4:epadanya osn dliec!HumNya oiemst» kemu rasa .'<asik dan sayang ... " 

t,lienirnbang, oahwa ji!-"� tetap memp&iiahat1kan perkawman Penggugat da:n 
T erguga\ -akan dapa\ menimbulkan mafsadah bagi l<edua pil1ak, sedangi<an 

perceraian juga oisa menghiiangkan Kemaslahatan dan sei<aligus Juga mafsadah 

'bagi kedua pihak dan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena 

berhadapan dua mafsadah maka harus dipilih dengan melakukan mafsadah yang 

lebih ringan akibatnya, ha\ ini sesuai dengan kaidah fiqh da\am Kitab Ashbah wa 

an-nazair karva Imam Asy-Syuyuti. halaman 161 yang berbunyi: 

1, �-:\ 1('-1 p ... -, , ... ,,f:..•f ... , .,::,,.. � .......... , ... ::1'1 �=--· ·;·_;....:,-1 ·..l.:� �, ... c. ���.;- .. :�-·� ,_;,=-_;,JW �. 

<Put1tstm Nomor 0799/<Rf< q/2016/P)I. '1iJt 
Haiaman 11 dan 15 halaman 
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Artinya : • Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang 

oalillf} bes;,r kemudratannya dellf}an me/akukan yang lebih ringan mafsadahnva". 

atas dasar iju, Majelis Hakim berpendapat bahwa bereerai adalah mafsadah yang 

lebih ringan mudaratnya bagi Penggugat dan Tergugat dibandingkan dengan 
mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. 

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 
534/K/PdV1996 Tanggal 18 Juni 1996, dinyatakan bahwa dalam hat perceraian 
tidak pertu dilihat dari siapa penyebab peroekcokan atau salah satu pihak telah 

meninggalkan pihak lail, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, 

apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidal<. 
MenimbanQ, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah AQunQ Republik 

Indonesia Nomor 237KIAG/199B tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah 

:lf,ukum "b8hwa sepasang suami isteri yang· te/ah cekcok satu sama lain, hidup 

beroisah dan fidak dalam safi.t tempat kediaman bersama lag;, dan salah satu pihak 

tidak bemiat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak Jainnya, 
."\ 

· · dipandang sebagal suatu rakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan a/asan 

perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasa/ 39 ayat (2) Undang-Undang 

.rfiomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawlnatf. ,_ 
Menimbang, bahwa ·dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor 44.K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 diternukan suatu kaidah 
hukum yang berbunyi "bahwa bilamana antara suami telah terbuktl dalam 

pemeriksaan di Peng8dilan Agamfl fenfang adanya perseiisihan dan didukung o/eh 

fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang 

bersengkela sebagai suami istri, make sesuai deng!JII ketentuan Pasal 19 Huruf (f) 

Peraturan Pemerinfah Nomor 9 Tahun 1975 io. Pasal 39 Avat 11 J Undang-Undanq 

Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis pennohonan Penggugat yang memohon 

perceraian dengan Tergugat dapat dikabulkan'. 

Menimbana. bahwa tindakan TerQUgat yang meninggalkan dan 
menelantarkan Penggugat den anak Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 10 . 
Juni 2016, menurut majelis. secara pslkis. tindakan tersebut tergolong ke dalam 
kategori Kakerasan Oalam Rumah Tangga yang harus dihindari sebagaimana 
Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 

'l'lttusan :NomorU799/<llit q,aot6;ll;'il. 'lgt 
Haiaman 12 dari i5 balaman 
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Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa Penghapusan 

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara 
untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku 

kekerasan dalam rumah tangga. dan melindungi korban kekerasan daJam rumah 

tangga, oleh karena itu demi menghindari dampak yang lebih buruk, siklus dan 
mata rantai kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga PengguQat dan 

Tergugat harus diputus dengan cara memberi perlindungan hukum untuk 

Penggugat yang dalam hal ini sebagai korban yakni berupa pemutusan hubungan 

perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menurut Majelis merupakan 

Solusi terbaik dalam perkara ini. 
MehimbanQ, bahwa lika dilihat dari aspek soslolcqi, bahwa masyarakat 

adalah suatu sistem yang berlaku terdiri dari bagian yang saling berhubungan satu 
1i.ama lain di mana bagian yang satu tidak bisa berfungsi tanoa ada hubungan 

dsnqan bagian yang lain, dengan demlklan keluarga (suami istrl) adalah bagian 
dari masyarakat, apabila dalam keluarga (suarni atau istri) lidak dapat 
� melaksanakan kewajiban sebagaimana fungsinya maka tidak akan terjadi 

keselmbangan hidup dalam rumah tangga, dengan demikian majelis berpendapat 

J>ahwa doktrin George Ritzer dalam artikel Darundiyo Pandupitoyo, S.Sos. berjudul 
' Teori Struktural Fungsional dapat diterapkan dalam perkara ini. 

Menimbang. bahwa jika dipandang dari aspek filosofis, menurut pendapat 

Majelis terbentuknya lembaga perkawinari adalah dimaksudkan untuk terciptanya 

keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan demikian apabila setiap 
rumah tangga tidak lagi diliputi dengan rasa amen, nyaman, damai clan tentram 

maka kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat iuga tidak akan tercaoai. 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hukum. Dengan 

demikian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Perab.Jran Pemerintah Nomor 
9 Tahun 1975 jo Passi 116 huruf (fl Kompilasi Hukum Islam. oleh karena itu 

gugatan Periggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in 

sughra Tergugat terhadap Penggugat. 
Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG 

MARI Nomor 28fTUADA-AGIX/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan 

<i'ufusan 'J,(omor 0799/<W< q/ZOt 6;eii. '1iJt 
Halaman .iJ dari 15 halaman 
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dengan kewajiban Panttera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana 

yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang 
Peradilan Agama, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanah 

Grago! untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap 

kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan 

Tergugat, terroat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilan9sungkan. 
Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang- 

Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang,Undang Nomor 50 

Tahun 2009. maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat. 

Menglngat, segala ketentuan peraturan Pen.ndang .... mdangan yang bertaku 

rian d�.m-de!!! ti1.1!t.1J� .syara• �-�g Mrfc.�!t� de!'"!'J�� perkara inl. 
� 

MENGADIU 
'"- 
Q 1. Manyatakan Tergugat telah dlpanggtt sacara resmi dan patut Lmti...ik ,. 

"' menghadap di persidangan, tidak hadlr. 
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek. 
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Sugito bin Mulyono) 

terhadap Penggugat (Siti Nurhidayah binti Sarju). 
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk 

mengirimkan sallnan putusan yang tetah ber1<ekuatan hukum tetap kepada 
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir 

Belengkong. Kabupaten Paser, untuk dicatat dalam daf!ar yang disediakan 

untuk itu. 
5. Membebankan keoada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). 
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim 

Pengadilan Agama Tanah -Grogot pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2017 M., 

bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Tsani 1438 H. oleh kami Drs.H. Ahmad. 
Fanani. M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I. M.H.I. dan 
Gunawan, $.H.I. masing-masing sebagai Hakim anggota, serta diucapkan dalam 

•P1m1san 'Nonwr0799,/1Pdlq/Z016/J!}i. 'liJt 
lialaman 14 dari i5 haiaman 
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